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Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 

ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia 
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul Hukum Adat telah selesai di 
susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan 
sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang 
memiliki minat terhadap pembahasan tentang Hukum Adat. 

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap 
Hukum Adat. Istilah adat berasal dari Bahasa Arab dengan diterjemahkan 
dalam bahasa Indonesia yang bermakna kebiasaan atau adat adalah 
tingkah laku manusia atau seseorang yang terus menerus dilakukan 
dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang 
lama. Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan perubahan 
manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat 
istiadat yang berlaku di lingkungan wilayah adat. Adat istiadat 
dipertahankan karena kesadaran dari masyarakat adat itu sendiri, namun 
ada pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum 
sehingga menjadi hukum adat setempat. 

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang memiliki 
kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sekitar. Dengan kata 
lain, hukum ini bersifat dinamis. Berawal dari dualisme sistem hukum yang 
dianut dan diberlakukan di Indonesia yakni civil law system (Eropa 
Kontinental) dan comman law system (Angglo Saxon) menjadikan 
kebiasaan yang dinamis dengan sistem Angglo Saxon, sedangkan jika 
menganut Eropa Kontinental di Indonesia akan menjadikan eksisnya 
konstitusi tertulis (Nurhardianto, 2015). 

Dengan demikian pentingnya pembahasan kepastian hukum adat di 
indonesia berawal dari sistem hukum yang dianut oleh negara Indonesia 
yakni Angglo Saxon dan Eropa Kontinental. Kedua sistem yang dianut ini 
menjadikan Indonesia memberikan ruang dan harapan bagi para penganut 
hukum adat dan hukum islam, terlebih Indonesia adalah negara yang 
plural akan solidaritas ditengah-tengah Masyarakat. Dimana kepastian 
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hukum adat dapat diketahui melalui berbagai pemenuhan hak masyarakat 
adat yang dijamin oleh UUD 1945. 

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat 
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah 
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan 
hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati 
secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para 
pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian 
dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan 
karya selanjutnya di masa yang akan datang. 

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak 
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di 
hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak 
dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan 
di Indonesia. 
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PENGERTIAN DAN CIRI HUKUM ADAT 

 

A. PENDAHULUAN   
Pentingnya kajian hukum adat dewasa ini dikarenakan hukum adat itu 

sendiri lahir dari kebutuhan kebiasaan rakyat Indonesia. Maka dengan 
sendirinya hukum adat dapat mampu menjawab segala masalah-masalah 
hukum yang dihadapi oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari di suatu 
daerah tertentu. Indonesia yang merupakan negara hokum, maka kajian 
mengenai hokum adat perlu adanya kajian mendalam guna mewujudkan 
kesadaran hukum secara masyarakat Indonesia untuk patuh dan tunduk 
pada hukum yang berlaku di Indonesia (Ahyani & Slamet, 2021). Hukum 
adat menurut (Warjiyati, 2020, p. 2) adalah terjemahan dari bahasa 
belanda yakni adatrech, dimana awalnya dicetuskan oleh para ilmuan 
sebagai cabang dari ilmu hukum yang mana hukum adat lahir atas dasar 
ala pikiran barat sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum adat tidak 
lepas dari alam pikiran masyarakat Indonesia.  

Hukum adat ini patut untuk dipertahankan eksistensinya, karena 
didalamnya mengandung unsur kesadaran hukum bagi masyarakat 
Indonesia. Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang memiliki 
kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sekitar. Dengan kata 
lain, hukum ini bersifat dinamis. Berawal dari dualisme sistem hukum yang 
dianut dan diberlakukan di Indonesia yakni civil law system (Eropa 
Kontinental) dan comman law system (Angglo Saxon) menjadikan 
kebiasaan yang dinamis dengan sistem Angglo Saxon, sedangkan jika 
menganut Eropa Kontinental di Indonesia akan menjadikan eksisnya 
konstitusi tertulis (Nurhardianto, 2015). Seperti halnya Problematika 
hukum dari kajian transformasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam hukum 
positif di Indonesia berawal dari ketidakpastian hukum islam dalam 
memberlakukan hukum islam di Indonesia, hal ini dikarenakan Indonesia 
bukan negara Islam. Alih-alih hukum islam sering digunakan dalam 

BAB 1 
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SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ADAT 

 

A. PENDAHULUAN 
Istilah adat berasal dari bahasa arab dengan diterjemahkan dalam 

bahasa Indonesia yang bermakna kebiasaan atau adat adalah tingkah laku 
manusia atau seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara 
tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Unsur-
unsur adat terdiri dari: 

• Adanya tingkah laku seseorang 

• Dilakukan terus menerus 

• Adanya dimensi waktu 

• Diikuti oleh orang lain 
 
Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan perubahan 

manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat 
istiadat yang berlaku di lingkungan wilayah adat. Adat istiadat 
dipertahankan karena kesadaran dari masyarakat adat itu sendiri, namun 
ada pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum 
sehingga menjadi hukum adat setempat. 

 

B. MATERI 
Makna sebuah proses yang berkaitan dengan rangkaian progres akan 

perkembangan sesuatu dalam ruang dan waktu tidak mengurangi 
substansi nilai yang menjadi pengubahnya. Begitu juga proses lahirnya 
hukum adat yang diakui secara yuridis normatif filosofis maupun secara 
sosiologis sebelumnya juga mengalami siklus yang menjadi dasar dan 
sumber terbentuknya hukum adat. 

Hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Dr. C Snouck 
Hurgronje yang kemudian dikembangkan oleh Cornelis Van Vollenhoven 
yang menyatakan adat recht merupakan nomenklatur yang menunjukkan 
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STRUKTUR TRADISIONAL MASYARAKAT ADAT 

 

A. PENDAHULUAN 
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk yang 

terdiri atas beragam suku, agama, budaya yang berbeda-beda, yang 
merupakan satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Jauh sebelum kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 masyarakat 
Indonesia tersebar di berbagai kepulauan dan tunduk pada hukum adat 
dan budayanya masing-masing. (Siombo & Marhaeni Ria; 2014) 
Sebagaimana diketahui Hukum Adat lahir, tumbuh, dan berkembang dari 
masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu hukum positif yang tidak 
tertulis. Hukum suatu bangsa merupakan gambaran atau cerminan dari 
budaya bangsa yang bersangkutan, karena hukum bagian dari kebudayaan.  

Dengan memahami Hukum Adat secara keseluruhan, diharapkan akan 
memperjelas pemahaman Hukum Adat sebagai salah satu aspek 
kebudayaan bangsa Indonesia. Siapa pun yang ingin mengetahui tentang 
berbagai lembaga hukum yang ada dalam sesuatu masyarakat, seperti 
lembaga hukum tentang perkawinan, lembaga hukum tentang pewarisan, 
lembaga hukum tentang jual-beli barang, lembaga hukum tentang milik 
tanah, dll., harus mengetahui struktur masyarakat yang bersangkutan. 

Struktur masyarakat menentukan sistim (struktur) hukum yang 
berlaku di masyarakat itu, Soepomo menulis: “Penyelidikan hukum adat, 
yang hingga sekarang telah berlangsung kira-kira50 tahun, sungguh 
membenarkan pernyataan Van Vollenhoven dalam orasinya pada tgl.2 
Oktober 1901; bahwa untuk mengetahui hukum, maka adalah terutama 
perlu diselidiki buat waktu apabila pun dan di daerah mana pun juga, sifat 
dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana orang-orang yang 
dikuasai oleh hukum itu, hidup sehari-hari. Paling terasa gunanya 
mempelajari masyarakat adat itu, jikalau kita hendak memahami segala 
hubungan hukum dan tindakan hukum di bidang perkawinan menurut 
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HUKUM TANAH ADAT 

 

A. PENDAHULUAN 
Untuk mengungkap lebih jauh hukum adat sebagai landasan dari 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok 
Agraria LN RI Tahun 1960 No.104-TLNRI Tanggal 24 September 1960 
(selanjutnya disebut UUPA).  Dapat dilihat dalam penjelasan umum angka 
III (I), Pasal 3, Pasal 5, penjelasan Pasal 16, dan Pasal 56 sebagai berikut: 

Dalam Penjelasan Umum angka III (I) dinyatakan: 
Dengan sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuai dengan 
kesadaran hukum daripada rakyat banyak. Oleh karena rakyat 
Indonesia sebagian terbesar tunduk pada hukum adat, maka hukum 
agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-
ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang 
disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat 
dalam negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia 
internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. 
Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya 
tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang 
kapitalistis dan masyarakat swapraja yang feodal.  
 
Pasal 3: 
Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, 
pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat 
hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus 
sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan 
negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh 
bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain 
yang lebih tinggi. 
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HUKUM ADAT PERORANGAN 

  

A. PENDAHULUAN 
Dalam kehidupan bermasyarakatnya, masyarakat dan hukum 

merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, ubi societas ibi ius, 
dimana ada masyarakat dan di situ ada hukum. Oleh karena itu, 
dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan 
bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut 
ada yang tertulis maupun tidak tertulis, berlaku secara nasional maupun 
kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. Bila 
membicarakan hukum adat dalam masyarakat berarti membicarakan daya 
kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat 
terhadap hukum. Perlu diungkapkan disini bahwa hukum Adat dalam 
tradisi masyarakat di Indonesia, menganggap sangat penting dalam 
kehidupan bermasyarakat. Dimana hukum Adat dapat mengatur pola 
tingkah laku masyarakat, serta hukum Adat dapat memberikan pengaruh 
dalam melakukan aktivitas serta pergaulan sehari-hari. Bila ada anggota 
masyarakat yang tidak mengindahkan norma sosial dimaksud, maka ini 
berarti nilai budaya yang mendasarinya diingkari, dan kalau pelanggaran 
itu terlalu sering terjadi, maka nilai budaya yang mendasarinya, lama-
kelamaan bisa memudar dan terancam hilang atau punah. Istilah Hukum 
Adat tidak begitu dikenal dalam pergaulan masyarakat sehari-hari. Istilah 
ini adalah terjemahan dari bahasa Belanda, ‘Adat-recht” yang pertama-
tama dikenalkan oleh Snouck hurgronje yang kemudian dikutip dan 
dipakai oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis yuridis untuk 
menunjukkan kepada apa yang sebelumnya disebut dengan Undang-
Undang agama, lembaga rakyat, kebiasaan, lembaga asli dan sebagainya. 
Istilah ini kemudian sering dipakai dalam literatur di kalangan Perguruan 
Tinggi Hukum. Di dalam perundang-undangan istilah “Adat-recht” itu baru 
muncul pada tahun 1920 dalam UU mengenai perguruan tinggi di negeri 
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HUKUM KEKERABATAN MASYARAKAT ADAT 

 

A. PENDAHULUAN 
Hukum kekerabatan masyarakat adat merupakan istilah yang 

menunjukkan Hukum adat kekerabatan sebagaimana diistilahkan oleh 
Hilman Hadikusuma (1992:201) atau hukum adat kekeluargaan oleh 
Barend Ter Haar (1991:114), dalam masyarakat adat bukanlah merupakan 
istilah yang baru dikenal, melainkan sudah menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dalam masyarakat adat, terutama Sebagai pedoman bagi 
masing-masing orang dalam kehidupan keluarga yang dikenal juga sebagai 
hukum kesanaksaudaraan sebagaimana yang diistilahkan oleh Djaren 
Saragih (1984:113). 

Hukum adat kekerabatan terutama berisi kaidah yang mengatur 
hubungan hukum yang timbul oleh karena terjadinya perkawinan antara 
seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hukum adat kekerabatan atau 
hukum adat kekeluargaan biasa disebut juga hukum keluarga adalah 
aturan hukum dalam hukum adat yang mengatur tentang kedudukan 
pribadi seseorang dalam keluarga atau kerabat, kedudukan anak 
berhubungan dengan orang tua begitupun sebaliknya, kedudukan anak 
dalam keluarga serta pengangkatan anak. 

Pada bab ini akan diuraikan pembahasan mengenai hukum 
kekerabatan masyarakat adat, sehingga diharapkan setelah mempelajari 
Bab ini, anda dapat menjelaskan: 
1. Pengertian hukum kekerabatan menurut hukum adat; 
2. Kedudukan pribadi seseorang menurut hukum adat; 
3. Hubungan anak terhadap orang tua dan hubungan anak dengan 

keluarga serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh karena adanya 
hubungan tersebut; 

4. Kedudukan anak angkat dalam keluarga 
5. Kedudukan anak harta dalam keluarga 
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HUKUM PERKAWINAN ADAT 

 

A. LATAR BELAKANG 
Dalam proses hidup dan kehidupan di muka bumi, kedua jenis yakni 

laki-laki dan perempuan sangat mendambakan pasangan hidup. 
Mendambakan pasangan hidup merupakan fitrah sebelum dewasa dan 
dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama 
menyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan. 
Kemudian mengarahkan pertemuan itu dalam suatu bentuk ikatan yang 
sah melalui jenjang perkawinan. Ahmad Azhar Basyir mengatakan, dengan 
jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi 
secara terhormat sesuai kedudukannya sebagai makhluk yang 
berkehormatan. Perkawinan merupakan ketetapan Ilahi dan sunnah Rasul 
yang harus dijalani oleh setiap manusia. Bahkan Rasulullah meng-himbau 
kepada para pemuda yang telah sanggup untuk kawin agar segeralah 
kawin. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam 
kehidupan masyarakat. Sebab itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria 
mempelai, melainkan juga orang tua kedua belah pihak, saudara-
saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Perkawinan juga 
mengandung suatu asset untuk meraih kesempurnaan rohani. Ia 
mempunyai tujuan agar suami istri hidup tenteram, cinta mencintai dan 
kasih mengasihi, yang dalam bahasa Alquran dikenal dengan mawaddah 
wa rahmah.1  

Begitu pentingnya perkawinan, hingga setiap orang yang hendak 
melaksanakannya harus patuh dan tunduk pada aturan-aturan yang 
berlaku, baik yang bersumber dari ajaran agama maupun yang dibuat oleh 

 
1  M. Yasin Soumena, Pemberlakukan Aturan Perkawinan Adat Dalam 

Masyarakat Islam Leihetu Ambon, Analisi Antro Sosiologi Hukum, Jurnal Hukum 
Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, hlm 40-51 
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HUKUM PERWARISAN ADAT 

 

A. PENDAHULUAN   
Hukum adat merupakan salah satu aturan hukum yang masih 

digunakan dalam proses pewarisan. Proses pewarisan yang 
mengedepankan musyawarah sebagai landasannya merupakan hal 
terpenting, agar keselarasan dan kerukunan dalam keluarga tetap terjaga. 
Pewarisan merupakan salah satu proses yang dilalui dalam kehidupan 
keluarga. Pewarisan mempunyai arti dan pemahaman sebagai salah satu 
proses beralihnya harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya. 
Keberadaan ahli waris mempunyai kedudukan penting dalam proses 
pewarisan. Kedudukan ahli waris, seperti janda harus dipenuhi haknya 
sebagai ahli waris dalam pembagian harta warisan. Waris merupakan 
salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan 
bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat 
kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap 
manusia akan mengalami peristiwa yang merupakan hukum yang lazimnya 
disebut dengan meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum, yaitu 
meninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu 
bagaimana tentang pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban 
seseorang yang meninggal dunia. (Nur Moh. Kasim, 2014). 

Menurut pakar hukum Indonesia, Wirjono Prodjodikoro, hukum waris 
diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta 
kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (Pewaris), dan cara-cara 
berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (Ahli Waris). Meskipun 
pengertian hukum waris tidak tercantum dalam KUH Perdata, namun tata 
cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. 
Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai 
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, pengertian hukum 
waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta 
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HUKUM DELIK ADAT DALAM  
SISTEM HUKUM DI INDONESIA 

 

A. PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki wilayah laut yang 

paling besar di dunia, terdiri dari ribuan pulau, baik pulau besar maupun 
pulau kecil Identitas Kelautan Indonesia. Negara Kepulauan Fakta 
geografis wilayah Indonesia, Negara Kelautan Fakta biofisik, 70% wilayah 
adalah laut, Negara Maritim Pengelolaan laut untuk kepentingan bangsa 
Indonesia total luas laut: 5,8 (5,9) jt km2, luas laut teritorial: 3,1 jt km2 
Luas ZEE Indonesia: 2,7 (2,9) jt km2, luas daratan: 1,89 jt km2, Panjang 
garis pantai: 95.181 km, jumlah pulau: 17.000 (13.466) (Zainal Arifin,2-
3:2015). Satjipto Rahardjo menulis bahwa sebelum Belanda, dan dengan 
demikian berbagai institut yang dibawanya, masuk di Indonesia di abad 
ketujuh belas, negeri ini sudah mengenal tatanan sosial dan kehidupan 
yang telah berkembang, Belanda tidak menemukan suatu komunitas yang 
primitif, melainkan berbagai kerajaan dan karya-karya budaya fisik 
maupun non fisik yang terkadang berkualitas dunia, seperti candi 
Borobudur. (Satjipto Rahardjo,48 :2008).  

Warisan budaya Indonesia, yang tertuang dalam berbagai bentuk baik 
berupa adat istiadat maupun tradisi (intangible) yang terungkap dalam 
masyarakat adat, sudah selayaknya diapresiasi oleh peneliti agar lebih 
mampu menghayati makna warisan budaya tersebut. Yang memiliki daya 
tarik komoditi wisata budaya. Pemberian makna kepada berbagai bentuk 
warisan budaya adalah suatu upaya pemahaman terhadap bagaimana 
masyarakat masa lalu memandang dan memperlakukan tradisi leluhur. 
Dalam teori kebudayaan yang menyatakan bahwa kebudayaan itu berada 
di antara masyarakat, merupakan pandangan semiotika. Semiotika dalam 
arkeologi merupakan salah satu kajian arkeologi kognitif, yang mengkaji 
sistem symbol dari suatu masyarakat. Manusia sejak lahir dikaruniai naluri, 
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HUKUM PERADILAN ADAT 

 

A. PENDAHULUAN   
Pada bab ini dibahas mengenai hukum peradilan adat di Indonesia 

yang di dalamnya memuat penjelasan mengenai peristilahan, pengertian 
dan pengaturan eksistensi peradilan adat di Indonesia. 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan dapat memahami dan 
menjelaskan hal-hal sebagai berikut: 
1. Menjelaskan peristilahan dan pengertian peradilan adat 
2. Menjelaskan pengaturan atau landasan hukum peradilan adat 
3. Menjelaskan eksistensi peradilan adat dalam perspektif hukum 

 

B. PERISTILAHAN DAN PENGERTIAN PERADILAN ADAT 
Dalam literatur ilmu hukum, istilah Pengadilan Adat pada zaman 

penjajahan Belanda sebelum Indonesia merdeka, dalam bahasa Belanda 
disebut Inheemse rechtspraak in rechtstreeksbestuurd gebied ditemukan 
dalam dan berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) sub huruf b Undang-Undang 
Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara 
Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara 
Pengadilan-Pengadilan Sipil 21  sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Undang-
Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 
1951) Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan 

 
21Indonesia, Undang-Undang Darurat Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk 

Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan Pengadilan Sipil, 
UU Drt Nomor 1 Tahun 1951, Lembaran Negara Republik Indonesia (LN RI) Tahun 1951 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN RI) Nomor 81, untuk 
selanjutnya disebut “UU Drt Nomor 1 Tahun 1951,” atau “UU Drt 1/1951.”  
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TITIK TEMU HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM 

 

A. PENDAHULUAN 
Indonesia, merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau baik 

pulau kecil ataupun besar, Indonesia juga sebagai rumah bagi populasi dari 
beragam kelompok etnis dengan praktik budaya yang unik. Budaya dan 
adat istiadat ini merupakan sumber daya nasional yang tak ternilai dan 
berfungsi sebagai tatanan negara. Bangsa Indonesia juga merupakan 
bangsa yang religius. Di satu sisi, agama, budaya, dan adat istiadat tampak 
berpadu dengan baik, tetapi di sisi lain, terkadang terjadi benturan di 
antara ketiganya. (Sumadi, 2015) 

Perbincangan tentang hukum adat terus berlanjut dalam masyarakat 
antara pendukung dan penentang. Pendukung hukum adat sering 
menuntut pemuda dengan ketidaktahuan konvensi dan, lebih serius lagi, 
dengan tidak menghormati nenek moyang mereka. (Irfani & Hamidah, 
2020) Mencoba untuk mentransmisikan nilai dari satu generasi ke 
generasi berikutnya. Orang tua di kalangan secara konsisten menjunjung 
tinggi dan mempertahankan tradisi, yang tidak mengherankan. Adat harus 
ditinggalkan, menurut mereka yang menentang adat. Adat berarti 
menjaga masa lalu. Hukum adat sekarang sudah usang dalam proses 
pengembangan. Sebenarnya, konvensi harus dimodifikasi sesuai 
kebutuhan dan disesuaikan dengan situasi saat ini. Meskipun ada dua 
kelompok yang bersaing mengenai keberadaan adat, namun tetap 
dijunjung tinggi oleh masyarakat adat. (Rahmanu, 2015) 

Terkait dengan hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam 
penerapannya pada masyarakat Indonesia terdapat persinggungan antara 
keduanya. pada perkembangannya hubungan antara hukum adat dan 
hukum Islam diharapkan dapat menegaskan eksistensinya serta hukum 
adat dan hukum islam harus dapat membentuk pola akomodasi sebagai 
norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.  
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KONTRIBUSI HUKUM ADAT PADA  
SISTEM HUKUM NASIONAL 

 

A. PENDAHULUAN 
Hukum adat tumbuh dari cita-cita dan alam pikiran masyarakat 

Indonesia. Maka hukum adat dapat dilacak secara kronologis sejak 
Indonesia terdiri dari kerajaan-kerajaan, yang tersebar di seluruh 
nusantara. Realitas sosial budaya dikonstruksi oleh pujangga yang satu di 
konstruksi oleh pujaga yang lain, serta dikonstruksi kembali pujangga 
berikutnya. 

Masa Sriwijaya, Mataran Muno, Masa Majapahit beberapa inskripsi 
(prasasti) menggambarkan perkembangan hukum yang berlaku (hukum 
asli), yang telah mengatur beberapa bidang, antara lain:  
1. Aturan-aturan keagamaan, perekonomian dan pertambangan, dimuat 

dalam Prasasti Raja Sanjaya tahun 732 di Kedu, Jawa Tengah;  
2. Mengatur keagamaan dan kekaryaan, dimuat dalam prasasti Raj 

Dewasimha tahun 760;  
3. Hukum Pertanahan dan Pertanian ditemukan dalam Prasasti Raja 

Tulodong, di Kediri., 784 dan prasasti tahun 919 yang memuat jabatan 
pemerintahan, hak raja atas tanah, dan ganti rugi;  

4. Hukum mengatur tentang peradilan perdata, dimuat dalam prasasti 
Bulai Rakai Garung, 860.  

5. Perintah Raja untuk menyusun aturan adat, dalam prasasti 
Darmawangsa tahun 991;  

6. Pada masa Airlangga, adanya penetapan lambang meterai kerajaan 
berupa kepala burung Garuda, pembangunan perdikan dengan hak-
hak istimewanya, penetapan pajak penghasilan yang harus dipungut 
pemerintah pusat;  

7. Masa Majapahit, tampak dalam penataan pemerintahan dan 
ketatanegaraan kerajaan Majapahit, adanya pembagian lembaga dan 
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HUKUM ADAT BAGI MASYARAKAT DAYAK 

 

A. PENDAHULUAN   
Hukum adat sebagai hukum yang dibangun berdasarkan paradigma 

atau nilai-nilai: harmoni, keselarasan, keutuhan menentukan corak, sifat, 
karakter hukum adat. Kluckhon mengemukakan bahwa nilai merupakan “a 
conception of desirable” (suatu konsepsi yang diinginkan) (Adonia Ivonne 
Laturette, 2016). Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, 
sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 tahun 1999 yang telah diubah 
oleh UU Nomor 32 tahun 2004 memberikan keleluasaan dan kewenangan 
kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. 
Dengan semangat otonomi daerah mendorong masyarakat untuk 
mengatur daerahnya sendiri. Istilah masyarakat adat mulai disosialisasikan 
di Indonesia di tahun 1993 setelah sekelompok orang yang menamakan 
dirinya Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) yang 
terdiri dari tokoh-tokoh adat, akademisi, dan aktivis organisasi parpol 
menyepakati penggunaan istilah tersebut sebagai suatu istilah umum 
pengganti sebutan yang sangat beragam. Pada saat itu, secara umum 
masyarakat adat sering disebut sebagai masyarakat terasing, suku 
terpencil, masyarakat hukum adat, orang asli, peladang berpindah, 
peladang liar dan terkadang sebagai penghambat pembangunan (Windra 
Mariani, Tanpa Tahun).  

Kongres Masyarakat Adat Nusantara I yang diselenggarakan bulan 
Maret 1999, disepakati bahwa masyarakat adat adalah kelompok 
masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun menurun) di 
wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, 
politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri (Keputusan KMAN No. 
10/KMAN/1999 dalam rumusan keanggotaan). Secara lebih sederhana 
dapat dikatakan bahwa masyarakat adat terikat oleh hukum adat, 
keturunan dan tempat tinggal. Keterikatan hukum adat berarti bahwa 
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KONTRIBUSI HUKUM ADAT DALAM  
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

 

A. PENDAHULUAN 
Hukum adat merupakan sekumpulan aturan yang berlaku di suatu 

masyarakat dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 
Hukum adat biasanya tidak tertulis dan terdapat di masyarakat yang masih 
mempertahankan kebudayaan tradisionalnya. Berikut adalah beberapa 
cara yang dapat dilakukan untuk menjaga agar hukum adat dapat 
diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya: 
1. Kita akan mengetahui masyarakat yang menjalankan hukum adat 

dalam kehidupan sehari-hari: Hukum adat akan lebih mudah 
diwariskan kepada anak-anak jika orang tua secara aktif menjalankan 
hukum adat dalam kehidupan sehari-hari.   

2. Kita bisa mengetahui tentang masyarakat yang menyebarkan 
pengetahuan tentang hukum adat: Penyebaran pengetahuan tentang 
hukum adat melalui ceramah, seminar, atau kegiatan lainnya dapat 
membantu dalam menjaga agar hukum adat tersebut tetap hidup. 

3. Masyarakat belajar dan mengajarkan hukum adat kepada anak-anak: 
Orang tua dapat mengajarkan hukum adat kepada anak-anak agar 
mereka dapat memahami dan menghargai hukum adat yang berlaku 
di masyarakat mereka. 

4. Kebudayaan dan hukum adat di antaranya untuk mengadakan acara-
acara tradisional: Acara-acara tradisional seperti upacara pernikahan, 
upacara kematian, dan lainnya merupakan cara yang baik untuk 
menyebarkan pengetahuan tentang hukum adat dan menjaga agar 
hukum adat tersebut tetap hidup. 

5. Tradisi lisan menjadi tradisi menulis di mana masyarakat bisa 
menuliskan hukum adat: Meskipun hukum adat biasanya tidak tertulis, 
terdapat beberapa masyarakat yang memutuskan untuk menuliskan 

BAB 14 
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